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ABSTRAK

AKHMAD MUHAJIR IBRAHIM. Efektivitas Kinerja Jurusita Pajak Dalam Melakukan
Pengaihan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara ( Dibimbing Oleh Drs. Blasius
Mangande, M.Si, Ak, CPA dan Drs.M.Achyar Ibrahim, Ak)

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Jurusita Pgjak, Penagihan Pagjak, Pencairan Tunggakan
Pajak, Surat Paksa, Surat Teguran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja jurusita
pajak dalam melakukan penagihan pgjak dan mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan
surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Makassar Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Model analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis
efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja jurusita pgjak dan analisis regres
linear sederhana untuk mengetahui pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap
pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja jurusita pajak dalam melakukan
penagihan pajak tidak efektif, hal tersebut disebabkan oleh jumlah jurusita pajak yang masih
kurang, banyak alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dan tingkat kesadaran wajib pagjak
masi kurang. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pgjak dan
tidak terdapat pengaruh yang signifikan penagihan paak dengan surat paksa terhadap
pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Kontribusi
penagihan pgak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor
Pelayanan Pgjak Pratama Makassar Utara yaitu sebesar 57,2% dan kontribusi penagihan
pajak dengan surat paksa terhdap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Makassar Utara yaitu sebesar 4,5%.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting
bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapal
kemakmuran dan kesgjahteraan masyarakat. Dari tahun ke tahun kontribus
penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara semakin meningkat, hal ini dapat di
lihat pada sturktur APBN pada tahun 2006 sampai dengan APBN 2011. Pada tahun
2006 Negara menargetkan penerimaan sebesar Rp. 409 trilyun dan terus meningkat
tigp tahunnya. Pada APBN 2011 pemerintah menargetkan penerimaan sebesar
Rp.839,5 trilyun, atau lebih dari dua kali lipat dari penerimaan tahun 2006, ini tidak
lepas dari peran pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional.

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah reformasi
tata cara dan administrasi perpgjakan yang pada prinsipnya bertujuan untuk,
meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan
wajib paak. Upaya lain yang dilakukan adalah pada tahun 2002 Departemen
keuangan mereformasi dan modernisasi fungsional operasional-pelayanan kepada
wajib pajak dengan membentuk kantor pelayanan pgjak (KPP) wajib pajak Besar,
KPP Madya, Dan KPP Pratama di seluruh indonesia yang diharapkan mampu
memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak. Selanjutnya pemerintah terus

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pgak



dengan cara membangun ortline system yang menyangkut pembayaran pajak (e-
payment), pendaftaran NPWP (e-registration) serta pelaporan SPT (e-filling)
sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, namun cukup melakukan

kegiatan tersebut secara on-line dari rumah atau kantor.

Namun dalam pelaksanaanya timbul tunggakan pajak yang disebabkan karena
mas banyak wajib pgjak tidak memenuhi kewgjibannya untuk membayar pajak.
Tunggakan pajak yang dari tahun ke tahun terus meningkat mengharuskan aparat
perpajakan untuk melakukan penagihan pajak, tetapi tanpa adanya peraturan yang
bersifat memaksa maka penagihan pajak masi belum efektif. Sehingga pemerintah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak
dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang
Penagihan Pgak dengan Surat Paksa yang digunakan sebagai dasar untuk
melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan

sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa serta penyanderaan.

Daam mengamankan penerimaan negara dari sektor pgjak, penagihan aktif
merupakan upaya terakhir Direktorat Jendaral Pajak. ada beberapa tahap yang
intinya bagaimana Wajib Pgak membayar Tunggakan Pajaknya dengan segera.
Dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran setelah lewat 7 hari jatuh temponya
tunggakan pajak yang berlaku selama 21 hari dimaksudkan agar mengingatkan
Wajib Pgjak dalam melaksanakan kewajibannya dan hanya bersifat persuasif karena

belum adanya sanks hukum. Setelah lewat 21 hari Wajib Pgak belum



melaksanakan kewajiban pajaknya, maka langkah yang diambil oleh Seks
Penagihan dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat
Paksa yang memiliki kekuatan hukum dan memiliki jangka waktu pelunasan 2 X 24
jam sgjak Pemberitahuan Surat Paksa. Hal ini merupakan tindakan yang tegas
kepada Wagjib Pagak karena belum melaksanakan kewagjiban perpajakannya
Penerbitan Surat Paksa memiliki kekuatan hukum, karena bersifat memaksa dan
Direktorat Jenderal Pajak mempunyai hak untuk melaksanakan tindakan selanjutnya
yang lebih tegas seperti pemblokiran rekening Wajib Pgjak atapun menyita aset-aset
Wajib Pajak.

Segala bentuk penagihan aktif tersebut merupakan tugas dari jurusita pajak.
Oleh karena itu Jurusita Pajak merupakan ujung tombak sekaligus benteng terakhir
dalam mengamankan peneriman negara. Mengingat pentingnya posisi Jurusita Pajak
dalam upaya untuk mengamankan penerimaan negara pada umumnya serta dalam
proses penagihan pajak pada khususnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang
“Efektivitas Kinerja Jurusita Pajak Dalam Melakukan Penagihan Pajak Pada

KPP Pratama M akassar Utara” .

1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah kinerjajurusita pgjak pada KPP Pratama Makassar utara efektif?
2. Apakah terdapat pengaruh penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap

pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.
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Batasan M asalah

Penulis membatasi masalah penelitian ini pada:

. Penagihan paak yang dipilih sebaga objek penelitian adalah pagak

penghasilan (PPh) dan pagak pertambahan nilai (PPN). karena data yang

tersedia pada KPP Pratama M akassar Utara hanya PPh dan PPN

. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan

Pajak Makassar Utara yang dipilih hanya pada tahun pagak tertentu yaitu
tahun 2010 dan 2011. karena data yang tersedia pada KPP Pratama M akassar
Utara hanya pada tahun 2010 dan 2011.

Tujuan Pendlitian

. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh

jurusita pgjak pada KPP Pratama Makassar Utara.

. Untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran dan surat paksa dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya
pada KPP Pratama Makassar Utara.

M anfaat Pendlitian

Hasi| penelitian ini diharapkan dapat bergunabagi:

1. Penulis, dengan melakukan penelitian ini maka penulis akan mendapatkan

tambahan pengetahuan dan wawasan tentang penagihan pajak oleh jurusita
paak dalam meningkatkan kesadaran wajib paak dalam membayar
tunggakan pajaknya.

Instansi, penelitian ini diharapakan dapat menjadi refrensi bagi KPP Pratama

Makassar Utara dalam melakukan penagihan pajak.



3. Akademis, diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan

pengetahuan dan refrensi bagi para akademis mengenai proses penagihan

pajak pada KPP Pratama M akassar Utara.

16 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skrips selanjutnya, maka penulis

menguraikan ke dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Padabab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan literatur dan teori-
teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi
penelitian.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis

penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan
andisis penelitian. Andlisis pendlitian terdiri atas analisis
deskriptif perkembangan tunggakan pajak dan pencairan

tunggakan pajak, analisis regres sederhana untuk pengaruh



BAB V

penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan
pajak, analisis efektivitas pencairan tunggakan pajak, dan analisis
kontribusi penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan
pajak di KPP Pratama M akassar Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjabarkan tentang kesimpulan dan saran penelitian.



BAB 11
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007,

“Pgjak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Andriani (dalam Mulyo Agung, 2007:1)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
prestas kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayal pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan” .

Menurut Sumawidjaya (dalam Mulyo Agung, 2007:2) pajak adalah

“luran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma
hukum, guna menutup biaya produks barang dan jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada
pengertian pajak:

1. luranrakyat ke kas Negara.

2. Pgjak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang
sifatnya dapat dipaksakan.

3. Daam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
secara langsung oleh pemerintah.

4. Pgak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.



2.2

. Pajak diperuntukkan bagi pengel uaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukannya mas terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment.

. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Fungs Pajak

Fungs pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan

bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada

pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

2.3

1. Fungs penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pnegeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam

APBN sebagal penerimaan dalam negeri.

. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungs sebagai aat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosia dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang tinggi
terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.
Demikian pulaterhadap barang mewah dan rokok.

Tata Cara Pemungutan Pajak

231 Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mulyo Agung dalam
bukunya * Perpgjakan Indonesial” dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:
1. Stelsd nyata(rill stelsdl)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang
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nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir
tahun pgak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat
diketahui.

Stelsd fiktif (fictivestel sel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
Undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama
dengan tahun sebselumnya sehingga pada awal tahun pgjak telah dapat
ditetapkan besarnya paj ak terutang

Stelsel campuran (mixed stelsel)

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel
anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besar pajak disesuaikan dengan
keadaan yang sebenarnya.

Sistem Pemungutan Pajak

Official assessment system

Official assessment system adalah sistem pemungutan paak yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang.

Self Assessment System

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harusdibayar.
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3. Withholding System
Withholding System adalah sistem pemungutan paak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnyapajak yang terutang oleh Wgjib Pajak.
24  AsasasasPemungutan Pajak
Untuk mencapa tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas
pemungutan pajak dalam memilih alternative pemungutannya. Sehingga terdapat
keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masi diperlukan lagi yaitu
pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagamana
dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Mulyo Agung, 2007: 6) dalam buku An
Inquiri into the Natura and Causes of the Weath of Nations menyatekan bahwa
pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:
1. Equality
Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan
pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar
pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil
maksudnya bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk
pengeluaran pemerinteh sebanding dengan kepentingannya dan manfaat
yang diterima.
2. Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu
wajib pajak harus mengetahu secara jelas dan pasti pagjak yang terutang,

kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
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3. Convenience
Kapan wajib pgjak itu harus membayar pajak sebaiknya dengan saat-saat
yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak
memperd eh penghasilan. System pemungutan ini disebut Pay as'Y ou Earn.
4. Economy
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban
pajak bagi wajib pgak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula
beban yang dipikul wajib pajak.
25  JenisPajak
Jenis pgjak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut
golongannya, menurut sifatnya,dan menurut lembaga pemungutnya.
1. Menurut Golongannya
a. Pgjak Langsung, adalah pgjak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh wajib pgjak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan
kepada orang lain atau pihak lain.
Contoh: Pgjak Penghasilan.
b. Pgak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
a. Pgjak Subjektif, adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan pada
keadaan pribadi Wagjib Pgak atau pengenaan paak yang

memperhatikan keadaan subjeknya.
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Contoh: Pgjak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada
objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwva yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar paak, tanpa
memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pgak Negara (Pgjak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiaya rumah tangga
negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pgjak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan
atas Barang Mewah

b. Pajak Daerah, adalah pgjak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik
daerah tingkat | maupun daerah tingkat 1l dan digunakan untuk
membiaya rumah tangga masing-masing.

Contoh: -Pgjak Daerah Tingkat | (Propinsi): Pgjak Kendaraan Bermotor,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah.
- Pgjak Daerah Tingkat Il (Kabupaten/K otamadya): Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan.
2.6  Saat Timbul dan Terhapusnya Utang Pajak
Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena
berkaitan dengan:

a. Pembayaran pajak.
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Memasukkan surat keberatan.

Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa.
Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Kurang Bayar Tambahan, dan Lain-lain.

Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua garan yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya

utang pajak), yaitu:

a Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang paak timbul karena
diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam garan ini seseorang
secara aktif menentukan apakah dirinya dikenai pajak atau tidak sesual
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan
penerapan Self Assestment System.

Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang paak timbul karena
dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Melalui surat
ketetapan itulah diketahui apakah seseorang dikenai pajak atau tidak,
jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan waktu pembayarannya.

Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assestment System.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:
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a. Pembayaran
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh
pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri
oleh wajib pajak ke kantor pagjak (bank-bank persepsi atau kantor pos)

b. Kompensas
Kompensasi terjadi apabila wajib pagak mempunyai tagihan berupa
kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat
dikompensasikan pada masaltahun paak berikutnya maupun
dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang.

c. Dauwarsa
Dauwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Ha ini untuk
memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
Namun daluwarsa penagihan pajak dapat tertangguhkan, antara lain dapat
terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Berdasarkan
UU KUP tahun 2007, utang pajak akan daluwarsa setelah melewati
jangkawaktu 5 (lima) tahun sgjak penerbitan penetapan pajak.

d. Pembebasan/Penghapusan
Kewagjiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan dihapus oleh fiskus
karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak
tidak mampu lagi memenuhi kewagjibannya. Hal ini biasanya terjadi
karena wajib pagjak mengalami kebangkrutan maupun mengalami

kesulitan likuidasi.
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2.7  UtangPajak

Menurut Peraturan Pemerinteh Nomor 135 Tahun 2000, utang pajak adalah

“Pgjak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga,
denda atau kenaikan dalam surat ketetapan pagjak atau surat sejenisnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.8  Tunggakan Pajak
Pada hakekatnya tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang atau pajak yang

belum dibayar kepada Negara oleh wajib pajak. Penetapan berupa STP, SKPKB,
SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding lebih besar yang
menyebabkan bertambalnya jumlah tunggakan pajak yang ada. Ada beberapahal yang
mengakibatkan mencairnya tunggakan pajak, diantaranya:

1. Pelunasan

2. Pelunasantunggakan pajak dengan kompensasi.

3. Keputusan penghapusan atau pengurangan ketetapan

2.9 Dasar -dasar Penagihan Pajak
Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pgjak dengan Surat Paksa, Pasal 1
Angka 9, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang paak dan biaya penagihan paak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan

penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tujuan pelaksanaan penagihan
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pajak adalah guna pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Oleh karena itu,
rangkaian tindakan penagihan pajak oleh fiskus harus diarahkan guna terpenuhinya
tujuan tersebut.

Dalam pasal 18 ayat (1) UU KUP disebutkan :

“Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pgak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat keputusan K eberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pgak.”

Dengan demikian dasar hukum yang dipakai untuk melakukan penagihan pajak
adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak terutang sesuai dengan
perhitungan wajib pajak masih kurang dari yang seharusnya, surat tagihan pajak,
keputusan fiskus dan keuputusan pengadilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak

yang harusdibayar oleh Wajib Pajak bertambah.

Tindakan Penagihan Pajak berdasarkan urutas proses pelaksanannya, alasan
dilakukennya tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanannya berdasarkan

Pedomoan Penagihan Pajak disajikan sebagai berikut :
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Jenistindakan Penagihan
NO | JENISTINDAKAN ALASAN WAKTU
PELAKSANAAN

1 | Penerbitan Surat teguran | Penanggung  Pajak  tidak | Setelah 7 hari sgjak
atau Surat Peringaten | melunasi pgjaknya saat jatuh | seat jatuh tempo
atau surat lain yang | tempo pembayaan pembayaran
sgenis

2 Penerbiten Surat Paksa | Penanggung  Pajak  tidak | Setelah 21  hari

melunasi utang pajaknya dan
kepadanya telah diterbitkan

sgjak diterbitkannya
Surat teguran atau

Surat teguran atau Surat | Surat  Peringatan
Peringatan lain yang sgjenis atau Surat lainnya
yang sgjenis
3 | Penerbitan Surat | Penanggung Jawab  tidak | Setelah lewat 2 X
Perintah Melaksanekan | melunasi hutang pajaknyadan | 24 jam Surat Paksa
Penyitaan kepadanya telah ditebitken | diterbitkan kepada
Surat Paksa Penanggung Jawab
4 | Pengumuman Lelang Setelah pelaksanaan penyitaan | Paling singkat 14
ternyata Penanggung Jawab | hari setelah
tidak melunasi hutang | penyitaan
pajaknya
5 | Penjualar/Pelelangan Setelah pengumuman lelang | Paling singkat 14

Sitaan ternyata penaggung paak | hari setelah
tidak melunasi pajaknya pengumuman lelang
Tabel 2.1 Jenistindakan Penagihan

2.9.1 Surat Teguran

Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan apabilaterdapat tunggakan pajak

yang belum dibayar setel ah melewati jatuh tempo pembayaran.

Dasar hukum penagihan pajak dengan surat teguran adal ah:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.042000 tanggal 26

Desember 2000 tentang tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan
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sekaligus dan pel aksanaan surat paksa.

2. Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-645/PJ./2001 tangga 4
Oktober 2001 tentang bentuk, jenis, dan kode kartu, formulir, surat, dan buku
yang digunakan dalam pel aksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

29.2 SuratPaksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak. Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala KPP/KPPBB yang menerbitkan STP,
SKPKB, SKPKBT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah yang menjadi dasar penagihan apabila:

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sgjenis.

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika
dan sekaligus.

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal
utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya
Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk
melaksanakan eksekusi langsung (parate executie) dalam penyitaan atas barang

milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang
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atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui
prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Surat Paksa diterbitkan paling cepat
setelah lewat waktu 21 hari dari penerbitan Surat Teguran, kecuali apabila
terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan
Sekaligus, Surat Paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang

waktu 21 hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan.

Dasar hukum dari penerbitan surat paksa adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tanggal 26
Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan
di Luar Wilayah Kerja Pgjabat yang Menerbitkan Surat Paksa.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000 tanggal 26
Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan
Sekaligus dan Pel aksanaan Surat Paksa.

3. Keputusan Direktur Jendera Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tanggal 4
Oktober 2001 tentang Bentuk, Jenis, Kartu, Formulir, Surat, dan Buku
yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
st.d.d KEP-474/PJ/2002.

2.9.3 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Pgjabat untuk melaksanakan penyitaan (SPMP). SPM P dilaksanakan apabila
Wajib Pgjak tidak memenuhi kewagjibannya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam

setelah Surat Paksa diberitahukan. Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan
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penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan

Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Barang yang menjadi objek sita adalah Barang milik Penanggung Pajak yang
berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain,
termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan

sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya,
piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal, dengan isi kotor

tertentu.

Daam ha Wajib Pgjak badan, maka yang menjadi objek sita adalah aset
Penanggung Pajak. Apabila nilai aset tidak mencukupi untuk melunasi utang
pajak, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap aset Penanggung Pajak lainnya
yaitu pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik
modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, tempat tinggal mereka

maupun di tempat lain.

Dasar hukum dari penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan adalah

sebagal berikut:
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000
tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-564/KMK.04/2000 tanggal 26
Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan
di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 tanggal 4
Oktober 2001 tentang Bentuk, Jenis, Kartu, Formulir, Surat, dan Buku
yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

st.d.d KEP-474/PJ2002.

2.9.4 Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang dilaksanakan apabila penaggung pajak tidak melunasi
utang pajaknya dan biaya penagihan pajaknya setelah 14 (empat belas) hari sgjak
penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Dasar hukum dari pengumuman lelang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tanggal
20 Desember 2000 tentang cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak
dengan surat paksa.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tanggal
20 Desember 2000 tentang tata cara penjualan barang sitaan yang
dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pagjak

dengan surat paksa.
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3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 mel
tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
2.10 Target Pencairan Piutang Pajak
Berdasarkan surat edaran direktur jendral pajak nomor: SE-36/PJ2011 untuk
efektivitas dan efisiensi pencapaian target pencairan. Pengukuran dan evaluas
Kinerja penagihan, serta menghindari akumulasi beban tugas pada akhir tahun, maka
pencapai an target pencairan piutang pajak ditetapkan sebagal berikut:

Tabel 2.2
Target pencairan piutang pajak

Triwulan Akumulasi Persentase Pencapaian Target

I 25%

I 55%

[l 90%

v 100%

211 Jurusita Pajak
Jurusita pajak adalah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas:
1. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2. memberitahukan Surat Paksa;
3. melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak berdasarkan Surat
Perintah M elaksanakan Penyitaan; dan

4. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi jurusita pajak:
1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang setingkat.
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Gol. 11/a).
3. Berbadan sehat.
4. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pgjak.

5. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

kewajiban Jurusita Pajak sebelum melakukan tugasnya:

1. Memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pgjak;

2. Memperlinatkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus/Surat
Paksal SPMP/Surat Perintah penyanderaan (gijzeling);

3. Memberitahukan maksud dan tujuan menyampaikan Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus/Surat Paksa/SPMP/Surat  Perintah penyanderaan
(gijzeling) .

2.12 Efektivitas
Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar,
sementara kata sifat dari  efektif adalah efektivitas. Menurut Mahmudi
mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “ Efektivitas merupakan hubungan antara
output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap
pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai

efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.
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2.13 Hipotesis
Adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:
1. Penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap pencairan
tunggakan pajak.
2. Penagihan pgjak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan

tunggakan pajak.



